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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 1\3\'\ I 3G 103.04/2015
TENTANG

IZ!N OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) " AL-IRSYAD "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang :a.  bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini
yang memenuhi persyaratan ;

b.  bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitiziin
Anak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operaslon:|
dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus,,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf & dan
huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikiin
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonemi
(Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

‘7_, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar antae.'\ll

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 41 Tamt.h:
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ): o
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